
  

 
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 

NOMOR   81  TAHUN  2022 

 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang 

milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Situbondo sehingga tertib administrasi, perlu disusun 

standar operasional prosedur yang baku dan dapat 

menjamin konsistensi pelayanan baik dari sisi mutu, 

waktu, dan prosedur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo 

tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang 

Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Situbondo; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9); 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua A                                                                                                                                                                                                                            

tas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
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Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5); 

 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 

Nomor 6). 

   

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 

barang milik daerah.  

7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat 

Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik 

daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.  

8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah.  

9. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya.  

10. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat 

yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah 

pada Pengguna Barang.  
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11. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 

Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan 

Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 

12. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 

rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 

melakukan tindakan yang akan datang.  

13. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen 

perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

14. Barang milik daerah adalah semua barang  yang dibeli 

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 

sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja 

atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dan ukuran standar 

kinerja bagi apartur di lingkungan Pemerintah Daerah dalam 

pengelolaan barang milik daerah. 

 

Pasal 3 

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah : 

a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam 

pengelolaan barang milik daerah; 

b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang 

mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana 

dalam melaksanakan tugas; 

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi 

secara keseluruhan; 

d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 

e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan 

memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki 

kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah 

dilakukan; 



5 

 

   
 

 

f. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; 

g. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik 

dari sisi mutu, waktu, dan prosedur; 

h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. 

   

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. standar operasional prosedur penyusunan rencana 

kebutuhan barang milik daerah; 

b. standar operasional prosedur penyusunan standar harga 

barang; 

c. standar operasional prosedur penetapan status 

penggunaan barang milik daerah; 

1. standar operasional prosedur sewa; 

2. standar operasional prosedur pinjam pakai; 

3. standar operasional prosedur kerjasama pemanfaatan. 

d. standar operasional prosedur pengamanan barang milik 

daerah; 

e. standar operasional prosedur pemeliharaan barang milik 

daerah; 

f. standar operasional prosedur penilaian barang milik 

daearah; 

g. standar operasional prosedur pemindahtanganan barang 

milik daerah; 

h. standar operasional prosedur pemusnahan barang milik 

daerah; 

i. standar operasional prosedur penghapusan barang milik 

daerah; dan 

j. standar operasional prosedur penatausahaan barang milik 

daerah. 

 

Pasal 5 

 
Prosedur kegiatan beserta mutu baku dan keterangan standar 

operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
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terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

  BAB III 

PENUTUP 

Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

 

 

Ditetapkan di  Situbondo   

Pada tanggal 19 Oktober 2022      

BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 

KARNA SUSWANDI 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 19 Oktober 2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

 

ttd. 

WAWAN SETIAWAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATE N SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 82 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


